
  

xi 
 

ABSTRAK 

Pendidikan dasar merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana 
dijamin dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, pelaksanaan Pasal 
34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional selama ini ditafsirkan bahwa kewajiban negara membiayai pendidikan 
dasar hanya berlaku bagi sekolah negeri. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan 
dan diskriminasi terhadap peserta didik di sekolah swasta, terutama bagi 
masyarakat tidak mampu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-
XXII/2024 kemudian memperluas makna “tanpa memungut biaya” agar mencakup 
satuan pendidikan dasar negeri maupun swasta.   

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan 
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui 
studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis 
dilakukan dengan metode deduktif, yaitu bertolak dari norma-norma hukum yang 
bersifat umum sebagaimana termuat dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-
Undang Sisdiknas, dan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian ditarik 
kesimpulan yang bersifat khusus mengenai pergeseran makna kewajiban negara 
dan implikasi yuridisnya terhadap sistem pendidikan nasional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
3/PUU-XXII/2024 menegaskan kewajiban negara bersifat imperatif untuk 
menjamin pendidikan dasar gratis tanpa membedakan penyelenggara pendidikan. 
Pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap, selektif, dan afirmatif terhadap 
sekolah swasta. Implikasi putusan ini mencakup: penguatan jaminan hak 
konstitusional dan keadilan akses pendidikan bagi seluruh warga negara; kewajiban 
penyesuaian seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang 
masih membatasi pendidikan dasar gratis hanya pada sekolah negeri; perubahan 
hubungan kewenangan dan pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam 
sistem desentralisasi pendidikan; serta perubahan relasi antara negara dan sekolah 
swasta melalui pemberian bantuan afirmatif, peningkatan akuntabilitas, dan 
perluasan tanggung jawab negara secara bertahap. Peneliti menyarankan agar 
pemerintah menetapkan peta jalan (roadmap) implementasi dan mekanisme 
pengawasan afirmasi guna menjamin pemerataan akses pendidikan dasar di seluruh 
wilayah Indonesia.  

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, pendidikan dasar gratis, kewajiban 
negara, sekolah swasta, implikasi yuridis. 

 

 


